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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah 

dilakukan terhadap penulisan yang berjudul Upaya Perlindungan 

Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi 

Budaya Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum melaksanakan upaya 

perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional seni ukir 

suku Kamoro dengan baik, saat ini upaya yang dilakukan dalam 

memberikan perhatian kepada ekspresi budaya tradisional seni ukir 

baru hanya sebatas memperkenalkan yakni dengan melakukan 

pameran dan event-event lainnya dalam rangka untuk 

memperkenalkan atau mempromosikan seni ukir suku Kamoro. 

2. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai 

pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai 

pemegang hak terhadap ekspresi budaya tradisional saat ini yang 

dilakukan hanya memperkenalkan atau mempromosikan seni ukir 

suku Kamoro baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di 

luar negeri. 
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B. Saran  

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan 

dalam penulisan yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum 

Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi Budaya 

Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, adapun saran 

yang diberikan adalah: 

1. Kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan 

inventarisasi/pencatatan terhadap ukiran-ukiran Kamoro, agar 

upaya perlindungan hukum terhadap ukiran-ukiran Kamoro sebagai 

ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Mimika dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam 

melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pelindungan hukum 

terhadap hak kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh suku 

Kamoro sebagai kekayaan budaya tradisional Kamoro. 

3. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar lebih 

serius lagi dalam hal menyiapkan ketersediaan sarana dan 

prasarana seperti sanggar untuk mengukir bagi pengukir serta 

membangun sebuah museum di Kota Timika agar hasil ukiran 

masyarakat suku Kamoro dapat disimpan dan dipamerkan 

dimuseum tersebut sehingga ukiran-ukiran tersebut tetap 

dilestarikan dan dapat menjadi tujuan pariwisata baru di Kabupaten 

Mimika. 
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